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SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/C.1/9325/2022
TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI MENINGITIS BAGI JAMAAH HAJI DAN UMRAH

Pelaksanaan vaksinasi internasional merupakan salah satu upaya pemerintah
memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya pencegahan dan
pengendalian terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu seperti pada persiapan
keberangkatan calon jemaah haji/umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara
endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa/wabah penyakit tertentu pada
suatu negara.

Pelaksanaan vaksinasi internasional juga dilakukan berdasarkan permintaan dari
Negara tujuan pelaku perjalanan dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan nota
diplomatik Kedutaan Kerajaan Arab Saudi tanggal 7 November 2022 dan surat dari
Kementerian Luar Negeri nomor 211-1246 telah disampaikan bahwa vaksinasi meningitis
merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang datang ke Kerajaan Arab Saudi dengan
menggunaan visa haji dan tidak menjadi keharusan bagi yang datang dengan

menggunakan visa umrah.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

2.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan
Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 942).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa:

Vaksinasi Meningitis Meningokokus merupakan suatu keharusan bagi mereka yang
datang ke Arab Saudi dengan menggunakan visa haji dan tidak menjadi keharusan
bagi mereka yang datang menggunakan visa umrah. Bagi jamaah umrah yang tetap
ingin melaksanan vaksinasi Meningitis Meningokokus sebagai upaya perlindungan
kesehatan tetap dapat melakukan pelaksanaan vaksinasi di fasilitas kesehatan yang
menyelenggarakan layanan vaksinasi internasional.

Untuk jamaah umrah yang memiliki komorbid, sangat direkomendasikan untuk
melaksanakan vaksinasi Meningitis Meningokokus dan vaksinasi lainnya di fasilitas
kesehatan yang menyelenggarakan layanan vaksinasi internasional.

Khusus kepada:

a. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi:

1)  melaksanakan sosialisasi kepada penyelenggara ibadah haji dan umroh
serta jamaah mengenai kebijakan vaksinasi Meningitis Meningokokus;
dan

2) melaksanakan koordinasi pelaksanaan surveilans pada kejadian
penyakit Meningitis Meningokokus dengan Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten/Kota dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

b. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota:

1) melaksanakan sosialisasi kepada penyelenggara ibadah haji dan umroh
serta jamaah mengenai kebijakan vaksinasi Meningitis Meningokokus;

2) melaksanakan pengawasan kepada jamaah haji dan umroh sebelum
keberangkatan dan setelah kepulangan; dan

3) melaksanakan surveilans pada kejadian penyakit Meningitis
Meningokokus dan berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

c. Kantor Kesehatan Pelabuhan:

1) melaksanakan sosialisasi kepada penyelenggara ibadah haji dan umroh

serta jamaah mengenai kebijakan vaksinasi Meningitis Meningokokus;
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2) melaksanakan pembinaan kepada fasilitas kesehatan yang memberikan
layanan vaksinasi internasional pada wilayah kerjanya; dan

3) melaksanakan pengawasan terhadap jamaah umroh saat kepulangan
dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana

mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 November 2022
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,
ttd.
KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA
Tembusan:
1. Menteri Kesehatan

2
3.
4

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar negeri
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
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